BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Pendahuluan

Pada bab ini yang merupakan bab terakhir, akan disajikan mengenai kesimpulan dari
keseluruhan penulisan hukum ini. Kesimpulan tersebut akan dapat menjawab kedua
rumusan masalah yang tersaji pada Bab | secara ringkas, yaitu mengenai sejauh mana
sistem hukum Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip itikad baik pada tahap pra-
kontrak dari dalam UPICC dan akibat-akibat serta upaya hukum apa yang dapat
dijalankan para pihak yang dirugikan akibat adanya pertentangan itikad baik pada tahap
pra-kontrak oleh pihak yang lain. Kemudian, bab ini akan ditutup dengan saran
sekaligus sebagai penutup bab ini yang dapat penulis berikan dalam menunjang
perkembangan hukum, khususnya hukum kontrak di Indonesia.

5.2. Kesimpulan

Dalam pengaturannya mengenai kontrak, sistem hukum Indonesia masih memiliki
berbagai kelemahan. Salah satunya adalah ketiadaan pengaturan mengenai keharusan
beritikad baik bagi para pihak semasa tahap pra-kontrak. Kelemahan-kelemahan ini
perlu diperbaiki agar sistem hukum Indonesia selain dijadikan dasar bagi kontrak-
kontrak domestik, dapat pula dijadikan pilihan hukum bagi pihak-pihak dalam bisnis
internasional secara lebih sempurna. KUHPerdata sebenarnya telah mengatur
mengenai itikad baik pada Pasal 1320 ayat (3). Namun, pengaturan tersebut hanya

mencakup keharusan para pihak beritikad baik setelah para pihak menyepakati kontrak.

Seperti telah dijelaskan pada Bab 111, ketiadaan pengaturan ini menimbulkan masalah-
masalah yang berupa kebutuhan-kebutuhan para pihak dalam praktek, dan kebutuhan-
kebutuhan dari hukum itu sendiri untuk memenuhi tujuan dan fungsinya, yaitu untuk
menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan serta merekayasa masyarakat
ke arah yang lebih baik.
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Pola penyelesaian apabila terjadi kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak
saat ini di Indonesia, diselesaikan melalui pranata gugatan perbuatan melawan hukum.
Satu di antara empat unsur perbuatan melawan hukum adalah “adanya perbuatan
melawan hukum”, yang artinya diperluas menjadi perbuatan melawan undang-undang,
kewajiban hukum pelaku, hak subjektif pihak lain, dan kepatutan serta kesusilaan.
Dalam hal kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak diselesaikan
berdasarkan KUHPerdata menggunakan pranata perbuatan melawan hukum, maka
yang akan memenuhi unsur pertama dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan
melawan kepatutan serta kesusilaan atau melawan hak subjektif pihak lain. Hal
tersebut, menurut hemat penulis tidak menjunjung kepastian hukum, karena setiap
menghadapi kasus semacam itu tidak ada payung hukum berupa peraturan perundang-
undangan yang dapat dijadikan sumber penyelesaian. Memang benar, bahwa putusan
hakim merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, namun perlu diingat bahwa
Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang mengutamakan peraturan
perundang-undangan sebagai sumber hukumnya. Maka, akan menjadi tidak konsisten
apabila dalam penyelesaian mengenai kerugian akibat penyimpangan itikad baik pada
tahap pra-kontrak, memiliki bingkai berupa pola putusan hakim yang sebelum-
sebelumnya. Dengan kata lain, keperluan untuk mengatur kewajiban beritikad baik
pada tahap pra-kontrak dalam sebuah perundang-undangan bukan hanya semata
memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berkontrak, namun juga untuk
mengkonsistenkan pengutamaan sumber hukum dalam sistem hukum Civil Law.
Seandainya kasus yang sama diselesaikan dengan sistem hukum kontrak Indonesia
yang telah disesuaikan dengan UPICC, maka yang akan terjadi adalah penyelesaian
kasus menggunakan pranata hukum perbuatan melawan hukum, dengan unsur
perbuatan melawan undang-undang karena telah ada kaidah khusus yang menyatakan
bahwa para pihak harus senantiasa beritikad baik sejak tahap pra-kontrak, atau
kewajiban hukum pelaku karena undang-undang menghendaki para pihak beritikad
baik sejak tahap pra-kontrak, atau hak subjektif pihak lain, atau kepatutan serta
kesusilaan. Penyelesaian kasus pengabaian itikad baik pada tahap pra-kontrak

menggunakan sistem hukum kontrak Indonesia yang telah disesuaikan dengan UPICC
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lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, juga memberikan alternatif luas
kepada para hakim untuk menafsikan unsur dari perbuatan melawan hukum, yang
asalnya hanya memiliki dua alternatif yaitu perbuatan melawan kepatutan dan
kesusilaan serta melawan hak subjektif pihak lain, menjadi empat alternatif dengan
ditambahkannya alternatif perbuatan melawan undang-undang dan melawan

kewajiban hukum pelaku.

Penulisan hukum ini juga menyinggung sebuah model law yaitu UPICC. Setelah
dilakukan kajian dan analisis bagaimana UPICC mengatur kontrak, ternyata UPICC
mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan kewajiban beritikad baik bagi para
pihak pada masa pra-kontrak. Menurut hemat penulis, UPICC merupakan referensi
yang sangat optimal untuk menyokong pembangunan hukum di Indonesia. UPICC
memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum kontrak di
Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan mengenai perlunya mengadaptasi
prinsip-prinsip itikad baik pada tahap pra-kontrak ke dalam sistem hukum kontrak di

Indonesia.

UPICC diciptakan dengan berbagai tujuan, antara lain sebagai upaya harmonisasi
hukum kontrak di dunia serta pengakomodiran kebutuhan bisnis internasional sesuai
dengan perkembangan zaman. Dengan diadaptasinya beberapa prinsip dalam UPICC
ke dalam sistem hukum kontrak di Indonesia (walaupun tidak mengadaptasi seluruh
kaidah yang ada dalam UPICC secara utuh), maka Indonesia akan turut serta berupaya
untuk mencapai keharmonisasian hukum di dunia. Seperti yang telah dijelaskan dalam
Bab IV, ini merupakan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

upaya mencapai ketertiban dunia dalam koridor hukum.

Diadaptasikannya pengaturan mengenai penerapan itikad baik pada tahap pra-kontrak
dari UPICC ke dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan apabila Indonesia
melakukan reformasi hukum kontrak, untuk mengubah cara pandang sistem hukum
Indonesia terhadap kontrak. Dalam KUHPerdata, pandangan terhadap kontrak tidak
membedakan antara hal-hal yang terjadi pada masa pra-kontrak dengan hal-hal yang

terjadi pada masa kontrak, sedangkan UPICC membedakan mengenai hal-hal yang
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terjadi pada masa pra-kontrak dengan hal-hal yang terjadi pada masa kontrak.
Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan keharusan dilakukannya reformasi
hukum kontrak, bahwa pada zaman ini, pengaturan mengenai pra-kontrak harus diatur
tersendiri secara khusus, di samping pengaturan terhadap kontrak. Kelak setelah
dilakukan reformasi demikian, maka pengaturan mengenai kewajiban para pihak
beritikad baik sejak tahap pra-kontrak menjadi konsisten dan sejalan dengan kaidah-

kaidah lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan mengenai kontrak.
5.3. Saran

Berikut ini terdapat beberapa saran yang kiranya dapat menutupi berbagai kekurangan
dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, dalam rangka melakukan pembangunan

hukum di Indonesia di bidang kontrak internasional:

a. Perlu dirumuskannya kembali atau ditambahkan beberapa prinsip mengenai
itikad baik dalam sistem hukum kontrak Indonesia, yang diadaptasi dari
UPICC, antara lain mengenai perlunya penerapan itikad baik sejak tahap pra-
prinsip lain yang berhubungan dengannya. Mengingat sekarang ini sedang
dirumuskan sebuah gagasan pembentukan Undang-Undang Hukum Kontrak,
maka dapat disisipkan mengenai pengaturan-pengaturan tersebut yang

sepengetahuan penulis belum dimasukkan;

b. Perlu dimasukannya mata kuliah yang membahas khusus mengenai kontrak
internasional dan membahas pula mengenai UPICC ke dalam kurikulum
berbagai fakultas hukum di Indonesia. Menurut hemat penulis, mata kuliah
tersebut sungguh diperlukan untuk membekali mahasiswa mengenai
bagaimana perkembangan hukum kontrak internasional saat ini. Hal tersebut
akan menumbuhkan ide-ide baru untuk membangun sistem hukum Indonesia
dengan menggunakan model law UPICC, yang tentunya melalui penelitian-

penelitian hukum. Karena sepengetahuan penulis, jarang terdapat fakultas
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hukum di Indonesia yang memiliki mata kuliah tersebut. Padahal, UPICC

memiliki peluang besar untuk membantu pembangunan hukum di Indonesia;

Perlu diadakannya sosialisasi khusus kepada para hakim di Indonesia mengenai
keberadaan UPICC yang dapat digunakan sebagai referensi putusan yang
dibuatnya. Walaupun Indonesia tidak menganut sistem Common Law yang
menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya, namun tetap
putusan hakim memiliki peranan yang penting. Mengingat saat ini belum ada
pengaturannya mengenai penerapan itikad baik dan penyimpangannya pada
tahap pra-kontrak, maka hakim senantiasa dapat menggunakan UPICC sebagai
frame of reference dalam putusannya, sambil menunggu peraturan-peraturan

tersebut dikonkretkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
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